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KATA PENGANTAR
 ِﻢْﯿِﺣ ﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ِﷲ ِﻢِْﺴـﺑ
 ِْﯿـﻠَﺳْﺮُﻤﻟاَو ِءَﺎـِﯿـْﺒـﻧَ ﻻْا ِفَﺮْﺷَ أ َﻲـَﻠـﻋ ُمَ ﻼﱠﺴﻟاَو ُ ةَ ﻼﱠﺼﻟاَو َﻦْﯿَِﻤـﻟﺎَﻌﻟا ْ ِّبَر ِﮫﱠـﻠِﻟ ُﺪْﻤَْﺤـَﻟ ا َﺎـﻧِِّﺪـﯿَﺳ َﻦ
َ ا َﻲَﻠـﻋَو ْﺪﱠـﻤَﺤُﻣﻲِﻌَﻤْﺟَ أ ِِﮫـﺒْﺤَﺻ َو ِﮫِﻟ
Assalamu’ Alaikum wr.wb.
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ABSTRAK
Nama : Aldi Saputra. A
Nim :  10300108010
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
Korupsi Di Kabupaten Jeneponto
Penelitian ini yaitu suatu studi hukum yang bertujuan untuk mengetahui
upaya, pemicu atau penyebab serta hambatan-hambatan yang ditemukan oleh
Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten
Jeneponto.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif yang bertujuan
untuk menggambarkan hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian dan
mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
Dengan jumlah sampel penelitian ini adalah kasus korupsi yang ditangani oleh
Kejaksaan Negeri Jeneponto di Kabupaten Jeneponto dengan sampel dari tahun 2008
s/d Juni 2012 dengan pembagian kasus yang masih dalam tahap penyelidikan yaitu 12
kasus dan pada tahap penuntutan 12 kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, sedangkan analisis data adalah
analisis kualitatif.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, di Kabupaten
Jeneponto tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh kurangnya moral dan akhlak para
koruptor, pengawasan yang kurang ketat, dan di dukung oleh kurangnya undang-
undang yang memadai untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya Jaksa
dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memberikan sanksi atau
hukuman seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan dalam hal pemberian sanksi atau hukuman selalu dilakukan secara
maksimal, hal ini dapat dilihat dengan semakin berkurangnya tindak pidana korupsi
yang terjadi dari tahun ke tahun.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas yang merupakan penyakit
sosial dalam masyarakat, tidak lagi mengenal batas apalagi hanya batas wilayah
geografis.1 Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, bukan hanya di
pusat tetapi juga merambah hingga ke tingkat pedesaan. Meningkatnya tindak pidana
korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan
perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara,
misalnya kredibilitas dan legitimasi negara di depan rakyat. Tindak pidana korupsi
telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). Begitu pula
dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi
dituntut dengan cara yang luar biasa karena tindak pidana korupsi merupakan
kejahatan yang sangat merugikan negara.
Tindak pidana korupsi berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat
mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu
negara. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap
keamanan dan ketentraman umat manusia, karena telah merambah ke dunia
pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-
fungsi pelayanan sosial lain. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak
1Eman J. Embu dan Amatus Woi, Tolak Bungkam Suara Teolog pembebasan (Maumere : Insist
Press, 2003), h. 198.
2takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap
karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki.
Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan
ini sering disebut kejahatan kerah putih (white polar crime). Tindak pidana korupsi
tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan
kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial,
pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam
berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan dan dampak yang
dihasilkan oleh korupsi di tengah-tengah krisis global serta ancaman nyata yang pasti
terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan
nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang
tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat
khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dalam pandangan Islam penyalahgunaan wewenang sama dengan
penyalahgunaan  amanah sebagaimana Firman Allah swt dalam QS, al-Anfaal/8:27
sebagai berikut :




Terjemahnya :
3Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.2
Segala sesuatu yang berada di genggaman manusia adalah amanat Allah swt.
Karena Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isinya bahkan jiwa dan raga
masing-masing manusia bersama dengan potensi yang melekat pada diri manusia
adalah amanat Allah swt.3
Ini berarti bahwa amanah yang diberikan harus dijalankaan sebagaimana
mestinya, begitupun amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada Kejaksaan
sebagai salah satu subsistem peradilan pidana yang bertugas menyelidiki, menyidik
serta menuntut para pelaku korupsi sehingga pemberantasan korupsi bisa ditangani
secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.
Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan
diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang
yang dimaksud adalah Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang pindak pidana
korupsi. Undang-undang tersebut dirujuk dari kitab undang-undang hukum pidana
(KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka.4
2Ibid., h. 180.
3M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 3 (Cet. 9 ; Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 423.
4Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami
Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : KPK, 2006) h. 1.
4Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apapun.
Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah
bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang
terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia,
dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat negara
yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi adalah aparat Kepolisian,
Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Pengadilan. Polisi, Jaksa,
KPK dan Hakim merupakan unsur-unsur penegak hukum yang masing-masing
mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan
sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal5 sangat dominan, artinya secara
penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana
dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga
penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan
hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan,
baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-
undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan
5J.C.T. Simorangkir., dkk, Kamus Hukum (Cet.XIII : Jakarta:Sinar Grafika:2009), h. 123.
5tindak pidana korupsi bisa berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya
karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada
pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang
berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Sulitnya pemberantasan tindak pidana
korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan
korupsi”,6 maksud dari lingkaran setan korupsi tersebut adalah dalam hal terjadi
tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak
melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada
yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani
tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula
yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang
berwajib.
Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam
penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat
diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai
penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan
kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja
sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam
melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan
hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi
6Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), h. 249.
6pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang
saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan
hukum misalnya dengan Perusahaan dimana tersangka melakukan tindakan korupsi.
Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama
penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun
Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas
pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan
mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain.
Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan
Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus
saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana
korupsi.
Meningkatnya tindak pidana Korupsi dan dugaan tindak pidana korupsi di
Kabupaten Jeneponto sebagaimana data yang diperoleh dari hasil survey yang
dilakukan oleh ACC (Anti Corruption Committee) Sulawesi yang dilakukan selama
tahun 2004 membuktikan bahwa Kabupaten Jeneponto masuk dalam sepuluh besar
daerah terkorup di Sulawesi selatan. Survey ini mengambil sampel dari beberapa
instansi pemerintahan dan lembaga sebagai obyek penelitian seperti kantor sekretariat
7Kabupaten/Kota, Dinas-dinas, Badan, Kantor, Camat, Kantor Lurah, DPRD, Polres,
Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Hasilanya sebagai berikut : 7
No Kabupaten/Kota
1 Bone
2 Maros
3 Pinrang
4 Luwu
5 Wajo
6 Luwu Utara
7 Bulukumba
8 Jeneponto
9 Gowa
10 Tana Toraja
Maka dari itu peran Jaksa di Jeneponto sangat diperlukan dalam menangani
tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi di
Kabupaten Jeneponto bisa di minimalkan.
Dari uraian tersebut  maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mengadakan
penelitian mengenai Korupsi khususnya peranan Kejaksaan dalam menangani tindak
pidana Korupsi, untuk itu penulis memilih judul Peranan Kejaksaan dalam
Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Jeneponto.
7Rusdin Tompo, Ayo’ Lawan Korupsi ( Makassar: LBH-P2i Makassar, 2005), h. 131.
8B. Rumusan dan Batasan Masalah
Bertolak pada latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa
masalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apa yang memicu terjadinya tindak pidana korupsi di
Jeneponto?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menangani tindak
pidana korupsi di Jeneponto.
3. Bagaimana hambatan Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di
Jeneponto?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Judul skripsi ini adalah “Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak
Pidana  Korupsi Di Kabupaten Jeneponto”, untuk memahami maksud dari judul ini
maka harus diketahui defenisi terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini,
yaitu :
“Peranan”, adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang
yang berkedudukan di masyarakat.8 “Kejaksaan”, adalah lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.9 “Tindak Pidana”,
diterjemahkan berbeda-beda oleh para pakar hukum pidana Indonesia karena
dipengaruhi oleh defenisi dari kata straafbaar feit yang merupakan istilah yang
8Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet. II : PN.
Balai Pustaka, 1990), h. 751.
9Kejaksaan RI, defenisi kejaksaan, http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (1 November
2011).
9dikenal dalam hukum-hukum Belanda seperti, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana10,
sedangkan menurut Prof. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana
adalah sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar
larangan tersebut, istilah ini digunakan sebagai pengganti istilah tindak pidana.11
“Korupsi”, menurut asal dari kata berbahasa latin, corruptio. Kata ini sendiri punya
kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balikkan
atau menyogok.12 Sedangkan menurut Yudi Kristiani korupsi adalah perbuatan
penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.13
Peranan Kejaksaan dalam penanganan pindak pidana korupsi di Kabupaten
Jeneponto adalah tindakan lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum
mampu meminimalisir tindak pidana terkhusus tindak pidana korupsi sehingga
masyarakat dan negara tidak dirugikan. Ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi
pada perananan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten
Jeneponto. Jadi, peranan kejaksaan disini meliputi tiga pembahasan yaitu apa faktor-
faktor yang memicu korupsi terjadi di Jeneponto, dan upaya-upaya apa yang
dilakukan serta hambatan-hambatan apa yang di hadapi oleh kejaksaan dalam
memberantas korupsi di Kabupaten Jeneponto.
10Prasko, Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli, http://prasxo.wordpress.com (1
November 2011).
11Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 67.
12KPK, Pahami Dulu, Baru Lawan! (Jakarta: KPK, t.th.), h. 7.
13Yudi Kristiani, Menuju Kejaksaan Progresif (Yogyakarta: LSHP-Indonesia, 2009), h. 80.
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D. Kajian Pustaka
Penelitian yang berjudul “peranan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak
pidana  korupsi di Kabupaten Jeneponto” penulis menggunakan beberapa literatur
sebagai yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, adalah sebagai berikut:
Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan
Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional menjelaskan luas dan
terperinci mengenai tindak pidana korupsi mulai dari sebab hinngga akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya Memahami Untuk Membasmi
:Buku Saku Untuk Memahami dan Membasmi Korupsi, buku ini menjelaskan
pengelompokan jenis-jenis tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam tindak
pidana korupsi dan dilengakapi dengan undang-undang korupsi beserta contoh
sehingga korupsi lebih muda dipahami.
Dr. Yudi Kristiani, SH, M.Hum dalam bukunya Menuju Kejaksaan Yang
Progresif : Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana,
buku mencakup mengenai bagaimana struktur birokrasi kejaksaan sesuai dengan
tingkatan, tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam buku ini menjelaskan
bagaimana Jaksa menjalankan tugasnya dalam penanganan tindak pidana korupsi
sehingga birokrasi Kejaksaan menjadi lembaga yang menjunjung tinggi hukum dan
keadilan.
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Rusdin Tompo dalam bukunya Ayo’ Lawan Korupsi menjelaskan bagaimana
korupsi itu terjadi serta bagaimana wajah dan bentuk korupsi yang dilakukan para
koruptor di Sulawesi Selatan.
Adapun beberapa buku di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan penulis adalah bahwa tidak menjelaskan dengan terperinci bahwa
bagaimana Kejaksaan berperan aktif dalam penanganan tindak pidana korpsi.
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu tindak pidana korupsi di
Kabupaten Jeneponto
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam
Menangani tindak pidana korupsi pidana korupsi di Kabupaten
Jeneponto
3. Untuk menegetahui hambatan Jaksa dalam penanganan tindak pidana
korupsi  di Kabupaten Jeneponto.
2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini penulis harapkan bisa bermanfaat sebagai berikut :
1. Bagi almamater UIN Alauddin Makassar
Untuk menambah koleksi karya-karya ilmiah yang bisa dijadikan
sebagai literatur dalam hal teoritis, mengenai hal peran Jaksa dalam
penanganan tidak pidana korupsi.
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2. Bagi Masyarakat luas, Pemerintah dan Instansi terkait
Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang hal apa
yang harus dilakukan apabila menemukan atau melihat suatu tindak
pidana korupsi terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum
Sebagai bahan referensi tambahan dalam penanganan tindak pidana
korupsi, sehingga tindak pidana korupsi bisa diminimalisir.
4. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pembelajaran dan memmahami tentang tindak pidana
korupsi dan memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi di
UIN Alauddin Makassar
F. Garis Besar Isi
Untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari isi skripsi ini, maka penulis akan
menguraikan garis besar isi skripsi sesuai dengan urutan setiap bab yaitu sebagai
berikut :
Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah,
rumusan dan batasan masalah yang merupakan pokok-pokok pembahasan skripsi,
defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka yang membahas
tentang literature yang digunakan sebagai referensi yang belum mengkaji secara valid
tentang obyek yang ingin diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang dapat digunakan
sebagai bahan referensi dan juga sebagai sumbangsih saran dan pendapat terhadap
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Masyarakat, Pemerintah, Kepolisian, dan Kejaksaan terkait dengan masalah dengan
masalah pemberantasan korupsi. Garis besar isi skripsi dimaksudkan agar para
pembaca dapat memahami isi skripsi secara umum sebelum membacanya secara
keseluruhan.
Bab II, menjelaskan tentang defenisi tindak pidana dari berbagai pendapat dan
macam-macamnya sehingga tindak pidana bisa lebih dipahami. Membahas mengenai
unsur-unsur tindak pidana dari dua sudut pandang yaitu dari sisi teoritis yang
dikemukakan oleh para ahli hukum serta dilihat dari sisi Undang-undang. Tindak
pidana korupsi membahas mengenai tindak pidana korupsi dari berbagai sudut
pandang sehingga secara mendalam tindak pidana korupsi dapat di pahami.
Penjelasan mengenai peran lembaga Kejaksaan sebagai unsur Peradilan pidana di
Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi
Bab III, dalam bab ini dikemukakan tentang jenis dan lokasi penelitian,
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, jenis pendekatan, teknik pengumpulan
data dan analisis data.
Bab IV, dalam bab ini dikemukakan mengenai hasil penelitian yang dilakukan
mulai dari profil wilayah Kejaksaan hingga tugas Kejaksaan dalam memberantas
korupsi di Kabupaten Jeneponto. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam
memberantas korupsi. Untuk mengetahui factor-faktor pemicu korupsi di Kabupaten
jeneponto serta apa hambatan yang dihadapi  oleh kejaksaan dalam meberantas tindak
pidana korupsi di Kabupaten Jeneponto.
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Bab V, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang di hasilkan dari
pembahasan yang telah dipaparkan. Pada bab ini akan terjabarkan mengenai berbagai
permasalahan yang di jelaskan sebelumnya.
.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum Belanda
yaitu straafbaar feit. Walaupun istilah ini juga terdapat dalam WvS Belanda,
dengan demikian juga WvS Hindian Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan
resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan
yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah
strafbaar feit adalah sebagai berikut.
a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan
menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No.
11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3
Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan
UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum
yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. WirjonoProdjodokoro, S.H.
(lihat buku Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia).
b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa pakar hukum seperti Mr. R.
Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. H.J. van
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Schavendijk dalam bukunya Pelajaran Tentang Hukum Pidana di
Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana.
Pembentuk UU juga menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam
Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
c. Delik, digunakan untuk menggambarkan strafbaar feit yang sebenarnya
berasal dari bahasa latin delictum. Istilah ini dapat dijumpai dalam
berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga
beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku
Hukum Pidana 1). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum
Pidana 1. Prof. Moeljatno pernah juna menggunakan istilah ini, seperti
pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan
walaupun menurut Beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum
Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja
e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni
dalam bukunya Ringkasan Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk
dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-
Undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan
bahan peledak (baca pasal 3).
g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai
tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.
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Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Dari
penjelasan yang digunakan sebagai penjelasan dari strafbaar feit dapat ditarik
kesimpulan bahwa straf diartikan dengan pidana dan hukum. Kata baar diartikan
dengan dapat atau boleh, sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak,
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 1
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dua sudut
pandang yaitu dari sudut teoretis dan sudut Undang-undang.
a). Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoretisi
Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin
pada bunyi rumusannya. Beberpa contoh, diambilkan dari batasan tindak
pidana oleh teoretis yang telah dibicarakan dimuka, yakni : Moeljatno, R.
Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.
Menurut Moeljatno, Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah :
a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).2
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian
ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.Pengertian
1Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Cet. 1 ; Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada, 2002), h.  67-69.
2Ibid., h. 79 .
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diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya dijatuhi
pidana.
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu :
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman.
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman,
terdapat pengertian bahwa seolah-olah  setiap perbuatan yang dilarang itu
selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan
Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak
selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.3
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur
tindak pidana adalah:
a. Kelakuan Manusia
b. Diancam dengan Pidana
c. Dalam peraturan perundang-undangan.4
Dari ketiga unsur yang di sebutkan oleh Vos sebagai penganut paham
dualisme sama sekali tidak ada perbedaan yakni tindak pidana adalah
perbutan manusia yang dilarang dan dimuat dalam Undang-undang dan
bagi yang melakukannya diancam pidana.
3Ibid., h. 80.
4Ibid.
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Jika dibandingkan dengan penganut paham monisme memang tampak
berbeda, seperti menurut Jonkers dan Schravendijk.
Dari rumusan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak
pidana yaitu :
a. Perbuatan (yang)
b. Melawan Hukum (yang berhubungan dengan)
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
d. Dipertanggungjawabkan.
Sedangkan Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci
sebagai berikut :
a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
c. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
e. Dipersalahkan/kesalahan.
Walaupun rincian-rincian diatas tampak berbeda-beda, namun pada
hakikatnya ada persamaan, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur
mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.5
5Ibid., h. 81.
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b). Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU
Dalam buku II KUHP dan buku III selalu terdapat rumusan yaitu
mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal
351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam
KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :
a. Unsur tingkah laku.
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur Kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Umsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
i. Unsur objek hukum tindak pidana
j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 6
B. Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
a). Korupsi Menurut Undang-undang
Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
dimungkinkan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP.
6Ibid., h. 82.
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Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap
hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP
disebutkan :
“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga
berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh
undang-undang ditentukan lain.”7
Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah :
“Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya
tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana
perbankan dan tindak pidana narkotika”.8
Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus. Istilah
korupsi berasal dari “Corruption” yang berarti kerusakan. Selain itu kalimat
korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.
Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang
keuangan.
Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat
7Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum  Pidana (Cet. 20; Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.
40.
8Adam Chazawi, Hukum Pidana (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 127.
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merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang
harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :
1) Secara melawan hukum
2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain
3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.9
Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil). Namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil),
maka perbuatan tersebut dapat dipidana.10
Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu memahami
pencurian dan penggelapan terlebih dahulu. Pencurian berdasarkan Pasal 362
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan secara melawan hukum
mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud
memiliki.11 Barang atau hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai
keuntungan pelaku. Dalam penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana adalah pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau
9Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi (Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia, 2006), h. 14.
10Ibid.
11Moeljatno, op. cit., h. 128.
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berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau
kepercayaan oleh si pelaku.12
Dengan demikian korupsi dapat kita pahami sebagai tindak pidana yang
mengakibatkan kerugian negara, atau yang mempunyai ciri-ciri:
1) Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih.
2) Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu.
3) Berlindung di balik pembenaran hukum.
4) Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.
5) Mengkhianati kepercayaan. 13
b). Korupsi Menurut Hukum Islam
Di dalam ajaran agama Islam dikenal pun berbaga macam istilah-istilah
yang bisa diartikan sebagai korupsi yaitu :
1). Ghulul
Ghulul adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanat yang
diberikan kepada seseorang, namun apabila amanat jabatan ini disalah
gunakan maka hukumnya adalah haram dan merupakan perbuatan tercela. 14
Perbutan Ghulul sebagaimana yang terdapat dalam firma-Nya Q.S, Ali
Imran/3: 161 yaitu :
12Arya Maheka, loc. cit.
13Ibid., h. 23.
14Andi Surya Citra Lestari, “Korupsi dan Pemberantasannya Di Indonesia dalam Perspektif
Islam” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Alauddin, Makassar, 2009), h. 80.
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





Terjemahnya :
Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang
itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan
tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang
mereka tidak dianiaya.15
Ayat ini turun berkenaan dengan tuduhan orang-orang munafik
terhadap Rasulullah SAW telah mengambil harta rampasan berupa selimut
merah yang biasa digunakan pada musim dingin. Karena tidak mungkin Nabi
berkhianat, tidak mungkin Nabi korupsi karena itu sama sekali bukan
kebiasaan Nabi. Karena tabiat Nabi yang amanah, adil, dan selalu menjaga
diri dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan, dan tidak mungkin beliau
melakukan kecurangan dan korupsi.16 Ayat ini diturunkan untuk menolak
tuduhan tersebut. Dalam konteks korupsi, ghulul merupakan jenis korupsi
otogenik, yakni korupsi yang dilakukan oleh seorang diri tanpa melibatkan
15Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT.Karya Toha
Putra Semarang, 1996), h. 56.
16Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 2 (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) h. 197.
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orang lain.17 Rasullullah sendiri kemudian memperluas makna ghulul pada
beberapa bentuk :
a) Komisi, yakni tindakan mengambil sesuatu penghasilan di luar gaji yang
telah ditetapkan untuk jabatannya. Tentang komisi ini Nabi menyatakan
“Siapa saja yang telah aku angkat dalam satu jabatan kemudian aku berikan
gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)”.
b) Hadiah, yakni pemberian yang diperoleh seseorang karena jabatan yang
melekat pada dirinya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW menyatakan
“hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi (ghulul)”.
Jadi segala sesuatu yang berbentuk komisi ataupun hadiah yang
diterima oleh petugas atau pejabat dalam sebuah Instansi dalam hal
menjalankan tugas apabila menerima komisi atau hadiah tersebut bukanlah
haknya. Contoh yang lumrah dikalangan para pengusaha dan Pejabat
Pemerintah adalah dalam hal tender sebuah proyek, pejabat tersebut menerima
hadiah dari si pengusaha agar si pengusaha ini yang mendapatkan tender
tersebut.18
2). Sariqah
17http://mbegedut.blogspot.com/2011/05/jenis-istilah-korupsi-versi-islam.html (19 Juli 2012).
18Andi Surya Citra Lestari, “Korupsi dan Pemberantasannya Di Indonesia dalam Perspektif
Islam” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Alauddin, Makassar, 2009), h. 81.
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Sariqah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk
mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan penuh dengan
tipu daya dan harta tersebut dari tempat penyimpanannya.
3). Khianat
Khianat adalah tidak menepati amanah yang diberikan kepadanya, dan
ini merupaka salah satu sifat tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
bahwa tanda-tanda orang munafiq adalah apabila dia berkata dusta, apabila
ingkar janji, serta apabila diberi amanah dia tidak menepati amanah tersebut.
4). Riswah (Penyuapan)
Riswah secara bahasa dapat diartikan sebagai upah, hadiah, pemberian,
atau komisi. Sedangkan menurut terminologisnya riswah adalah segala
sesuatu yang dilakukan dengan cara membenarkan yang salah dan
menyalahkan segala sesuatu yang benar demi mencapai kemaslahatan.19 Hal
mengenai penyuapan dijelaskan Allah SWT sebagaimana dalam firmannya
Q.S, Al-Baqarah/2: 188 yaitu :
……..
........
Terjemahnya
19Ibid., h. 82.
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….janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil ….20
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ‘Ali bin Abi Thalhah yang
diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, “Ayat ini berkenaan dengan sesorang yang
mempunyai tanggunagan harta (utang) tetapi dalam hal ini tidak ada saksi
terhadapnya, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengkatakannya kepada
penguasa, sementara ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan bagian dari
haknya dan juga mengetahui bahwa ia berdosa dengan sebab memakan barang
haram.21
5). Ghazab
Ghazab adalah mengambil hak atau harta milik orang lain dengan cara
paksaan dan zalim serta dilakukan secara terang-terangan dan kadang-kadang
disertai dengan unsur pemaksaan dan kekerasan tetapi tidak sampai terjadinya
tindakan pembunuhan seperti yang biasanya terjadi dalam perampokan.
6). Khasi dan Bakhs
Khasi dan Bakhs yang berarti melakukan kecurangan sehingga
merugikan orang lain.22 Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Q.S,
al-Syu’ara/26: 183 yaitu :
20Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT.Karya Toha
Putra Semarang, 1996), h. 23.
21Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1 (Cet. 6 ; Jakarta
: Pustaka Ibnu Katsir, 2011) h. 611
22 http://mbegedut.blogspot.com/2011/05/jenis-istilah-korupsi-versi-islam.html (19 Juli 2012)
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


Terjemahnya :
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.23
Maksud dari ayat ini adalah agar tidak melakukan perusakan dan
aneka kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, perzinahan, korupsi
pelanggaran HAM dan lain-lain dengan sengaja, karena apabila mengikuti
nafsu maka akan mengakibatkan kerusakan.24
2. Faktor Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
Setiap tindak pidana selalu menghasilkan pemicu yang sangat kompleks
sehingga diperlukan kinerja aparat penegak hukum yang lebih sehingga bisa
mengurangi terjadinya pelanggaran tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.
Faktor-faktor pemicunya adalah:
a. Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai
hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti
Pemerintahan.
b. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang
23Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha
Putra Semarang, 1996), h. 299.
24M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 10 (Cet. VII; Jakarta : Lentera Hati, 2002)
h.129.
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c. Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi
hanya dilakukan sebatas formalitas semata.
d. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh
harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu
mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat.
e. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan
korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan
melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan
segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat
tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau
setidaknya diringankan hukumannya.
h. Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada
korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentinganya
sendiri terlindungi.
i. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi
pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku
masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap
agama hanya pada masalah bagaimana sara beribadah saja. Sehingga agama
nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.
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3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi
Seperti kita ketahui saat ini pembicaraan tentang korupsi tidak pernah ada
habisnya untuk di bicarakan baik dari kasus korupsi yang sejak lama di tangani
namun tidak ada tanda-tanda penyelesaian yang jelas hingga kasus korupsi yang
terbaru seperti kasus Hambalang yang merugikan keuangan Negara.
Korupsi saat ini memang menjadi suatu topik pembicaraan yang hangat
untuk seluruh tingkatan sosial masyarakat mulai dari kaum bawah hingga
kalangan atas (elite). Tindak pidana korupsi saat ini terjadi dengan berbagai
modus baru yang di lakukan oleh para koruptor, contoh yang paling lazim kita
lihat adalah merubah plat dinas yang berwarna merah menjadi warna hitam yang
menandakan bahwa mobil tersebut mobil pribadi.25
Karena banyak modus-modus tindak pidana korupsi maka tindak pidana
korupsi sehingga tindak pidana korupsi pun di bagi menjadi beberapa jenis
sebagaimana dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001
tentang jenis-jenis delik tindak pidana korupsi. Di dalam isi Undang-undang ini
korupsi di bagi menjadi 30 jenis yaitu :
1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan
Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan Negara
25Winarto Herusansono, “Mobil Pelat Merah Pun Jadi Hitam,” Kompas.com, 12 Juni 2012.
http://regional.kompas.com (17 Juli 2012)
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3. Menyuap pegawai negeri
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
5. Pegawai negeri menerima suap
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
7. Menyuap hakim
8. Menyuap advokat
9. Hakim dan advokat menerima suap
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administras
12. Pegawai negeri merusakkan bukti
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
15. Pegawai negeri memeras
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
17. Pemborong berbuat curang
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
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25. Merintangi proses pemeriksaan
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan
palsu
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau
memberi keterangan palsu
30. Saksi yang membuka identitas pelapor. 26
Dari 30 jenis delik tindak pidana korupsi di atas yang terdapat dalam
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001 tentang jenis-jenis
delik tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi 7 delik dasar tindak pidana
korupsi yaitu :
1. Kerugian keuangan negara, yang terdapat pada pasal 2 (1) dan pasal 3
2. Suap-menyuap, terdapat pada pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 6 (1), pasal 11,
pasal 12, pasla 12 huruf c dan d, dan pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam pasal 8, 9, dan pasal 10.
4. Pemerasan, terdapat dalam pasal 12 huruf e, f, dan g.
5. Perbuatan curang, terdapat dalam 7 ayat 1 dan 2, serta pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, terdapat dalam pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi. Terdapat dalam pasal 12 B dan pasal 12 C.27
26Alza, “30 Jenis Tindak Pidana Korupsi,” Bangka Pos.com, 4 Maret 2011.
http://bangka.tribunnews.com (17 Juli 2012).
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4. Sejarah Peraturan Tindak Pidana Korupsi
Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya pada masyarakat tidak
ada nilai unsur yang memisahkan secara tajam antara milik Negara dengan milik
pribadi. Biasanya yang melakukan pengaburan antara milik pribadi ini adalah
penguasa. Pada masa feodal di Eropa dan Asia, termasuk negeri kita, tanah-tanah
luas adalah milik Raja dan Raja menyerahkan pada para Pangeran kaum
Bangsawan. Para Pengeran ditugaskan memungut pajak, sewa, upeti dari rakyat
yang menduduki dan mengerjakan tanah. Sebagian hasilnya harus diserahkan oleh
para Pangeran dan selebihnya untuk pembesar sang Raja. Di samping membayar
dalam bentuk uang sering pula rakyat diharuskan membayar dengan tenaga,
bekerja untuk memenuhi berbagai keperluan sang pembesar28. Korupsi yang kini
merajalela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu
pada kekuasaan yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam
27Jeff is Jefferson, “macam-macam dan pengelompokan korupsi”
http://jeffersonsh.blogspot.com/2011/10/macam-macam-dan-pengelompokan-korupsi.html (17 Juli
2012).
28Lubis, Mochtar. Bunga Rampai Korupsi. (t.t, : LP3ES,1995) h. 17
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struktur ini penyimpangan seperti korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah
berkembang.29
Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna
menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan
sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan Perundang-Undangan.
Istilah korupsi secara yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan
adanya Peraturan Penguasa militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan
Darat (Peraturan Militer Nomor RT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang
mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:
1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas :
a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh
Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan
Angkatan Darat.
b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang
pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat
secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk
perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan
yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik
Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap
29Ibid
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hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan
Tinggi.
d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor
PRT/Z.I/i/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Tindak Pidana Korupsi Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Undang-Undang ini
merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun
1961.
3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.30 Dalam KUHP, terdapat ketentuan-
ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik
jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait
dengan korupsi. 31
30Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) h. 22.
31Ibid., h. 23.
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Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP
dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau mengatasi tindak pidana korupsi.
Oleh sebab itu, dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan guna
memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta
menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
ketentuan pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388
KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP,
Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 435
KUHP dinyatakan tidak berlaku.32
C. Peran Lembaga Kejaksaan
1. Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem Peradilan Pidana
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1
ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi aspek
kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan
masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat
berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen
pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang
32Ibid. h. 22
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penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan.
Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum
ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau
tidak.33
Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan
preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah
terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan
ketertiban umum. Dalam perspektif sistem Peradilan pidana, peranan Lembaga
Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem Peradilan pidana.
Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem Peradilan pidana yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan
No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.
Buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana,
menjelaskan Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk
memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa
berperan sebagai penegak Hukum yang melindungi masyarakat. Jaksa
33Marwan Effendy, Kejaksaan RI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)
h. 1.
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berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum
kepada seorang terdakwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara
Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum.
Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara
yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian,
Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan unsur penegak
hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-
masing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam
menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan subsistem
dari sistem Peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing
subsistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan
bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara
bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi
kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-
masing subsistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
yang mengaturnya. Salah satu subsistem penegak hukum dari Peradilan pidana
adalah Lembaga Kejaksaan. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian
faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan
menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena
itu, keberadaan lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem Peradilan pidana
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mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu
negara hukum, karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan
dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan
masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.34 .
Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai
penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga
Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus
bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun baik dari pengaruh kekuasaan
Pemerintah ataupun pengaruh kekuasaan pihak lain. Kejaksaan sebagai salah satu
lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi
hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta
pemberantasan korupsi.35
2. Peran Lembaga Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum,
pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya
hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum.
34Ibid. h. 2
35Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 32.
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Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan,
yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut
sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tertentu. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur
sebagai berikut:
1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan. 36
Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan “role
performance”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan
yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri
sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.37
Sebagai seorang penegak hukum merupakan pusat perhatian yang sudah pasti
diarahkan pada peranannya. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang
merupakan aparat Pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana,
menuntut pelaku tindak pidana di Pengadilan dan melaksanakan penetapan dan
36Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarata : PT
Raja Grafindo Persada. Indonesia, 2002), h. 13.
37Ibid., h. 15.
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putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari Kejaksaan yang
membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.
Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut
umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan
sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu
keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti
sehingga dapat diketemukan tersangkanya.
Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas
perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang
ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera
memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka
dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah
mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk
kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima
berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka
berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh
penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan
berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi
berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi
pada penuntut umum.38
38Sutarto, Suryono. 2004. Hukum Acara Pidana Jilid I (Semarang: Universitas Diponegoro.
2004). h. 76.
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Bila hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik
selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya.
Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah
akan dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya
membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan
perkara pidana, sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-
batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam sidang.39
39Ibid., h. 86.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu
jenis penelitian yang menggambarkan sesuai dengan fakta yang terdapat di lokasi
penelitian.
Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto
karena didasarkan atas pertimbangan:
1. Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten yang masuk dalam daftar 10
besar daerah terkorup tepatnya peringkat ke-8 se-Sulawesi Selatan
setelah Kabupaten Bulukumba dilihat dari hasil survey korupsi yang di
lakukan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi.1
2. Banyaknya laporan mengenai tindak pidana korupsi di Kabupaten
Jeneponto baik laporan dari Pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) ataupun masyarakat.
B. Populasi dan Sampel
Populasi (Universe) adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga
berupa gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.2 Menurut
Hadari Nawawi, Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri
dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai,
1Rusdin Tompo, Ayo’ Lawan Korupsi.( Makassar : LBH-P2i Makassar, 2005), h. 131.
2Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 95.
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peristiwa-peristiwa sebagi sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di
dalam suatu penelitian.3
Sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.
Sudjana menyebutkan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan
menggunakan cara-cara tertentu.4 Sampel yang digunakan senyak dua orang dari
jumlah total jaksa yaitu sebanyak 6 orang. Adapun daftar jaksa sebagai berikut :
No. Nama Pangkat
1 Mustaming, SH, MH Jaksa Madya
2 Noerdin K.N, SH. MH Jaksa Pratama
3 Muh. Asri Irawan. SH. MH Jaksa Pratama
4 Andi Irfan. SH Ajun Jaksa
5 Abdullah. SH Jaksa Pratama
6 Abdul Jalil. SH Jaksa Pratama
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu teknik
pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.5 Teknik ini digunakan karena
pengambilan data dari informan berdasarkan keahlian di bidangnya dan informan
3Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Cet. VIII ; Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press, 1998), h. 141.
4Ibid., h. 144.
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 124.
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tersebut lebih banyak mengetahui persoalan yang akan diteliti, serta dilakukan
berdasarkan kebutuhan penulis untuk memperoleh data atau informasi terkait
dengan penelitian ini.
Pengambilan informan sebanyak dua orang yakni masing-masing dari
pihak Kejaksaan yang dirasa cukup untuk memberikan informasi atau data yang
akurat terhadap persoalaan yang diteliti, karena kebanyakan kasus korupsi di
tangani oleh keduanya. Adapun daftar informan tersebut adalah sebagai berikut:
No. Nama Pangkat
1 Andi Irfan. SH Jaksa Pratama, KN Jeneponto
2 Muh. Asri Irawan. SH. MH Jaksa Pratama, KN Jeneponto
C. Jenis Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif
yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk
mendapatkan data yang mendalam.Dalam penelitian ini penulis menggunakan
sumber data lapangan atau field research dan data pustaka atau library research.
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau
penelitian lapangan dengan metode seperti mengadakan wawancara  dan observasi
pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan.
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau
penelitian kepustakaan, penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan
tersebut dari buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan hasil karya-
karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan.
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D. Pendekatan Yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis, segi yuridis dalam
penelitian ini adalah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia yaitu undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004,
tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan undang-undang No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi serta teori-teori hukum yang ada.
E. Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data wawancara, dan
dokumentasi sebagaimana yang lazim dilakukan dalam sebuah penelitian.
1) Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam satuan topik tertentu.6
2) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan) dan gambar
atau foto. Dokumen-dokumen yang dilihat disini adalah dokumen
mengenai kasus perkara tindak pidana korupsi yang masuk di kejaksaan
Negeri Jeneponto.
F. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif,  yaitu suatu
analisis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian
dikembangkan dengan pendekatan normatif.
6Esterberg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara,
2002), h. 97.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten yang memiliki wilayah geografis
yang terletak pada 5.23'12"-5.42'1,2 LS dan 119.29'12"-119.56'44,9" BT.1 Luas
wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 903,35 Km2 dengan batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Takalar
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores.2
Secara administrasi Kabupaten Jeneponto memiliki ibukota Kabupaten
terletak di Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto yang terletak sekitar ±90 km dari
Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar yang di huni oleh
penduduk sekitar 342.700 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 441,1 jiwa/km2.
Kabupaten Jeneponto terdiri dari 82 Desa 31 Kelurahan dan 11 Kecamatan dengan
komoditi utama di bidang pertanian.3
1http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jeneponto (22 Juli 2012)
2http://regionalinvestment.bkpm.go.id (22 Juli 2012).
3Ibid.
47
2. Kejaksaan Negeri Jeneponto
Kejaksaan di Indonesia mengalami proses metamorfosa yang sangat panjang
hingga mencapai tahap yang seperti sekarang ini sejak lahir bersamaan dengan
Proklamasi yang masih dalam naungan Departemen Kehakiman.
Kejaksaan Negeri Jeneponto terletak di Jl. Pelita No. 27 Jeneponto, tetapi
karena pada saat ini kantor Kejaksaan yang lama mengalami proses renovasi
sehingga untuk sementara memakai bekas gedung DPPKAD Kabupaten Jeneponto
yang terletak di jalan Pahlawan Kabupaten Jeneponto. Kejaksaan Jeneponto
memiliki lokasi yang berbatasan langsung dengan :
1. Sebelah Utara  berbatasan dengan Perumahan Dinas Kejaksaan Negeri
Jeneponto
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor POLRES Kabupaten Jeneponto
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Masyarakat
4. Sebelah Selatan Berbatasan  dengan Perumahan PTPN XIV Kabupaten
Jeneponto.4
Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-
009/A/JA/01/2011 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia, maka Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah sebagai
berikut :
4Kejaksaan Negeri Jeneponto.
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a. Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto
b. Kepala Sub Bagian Pembinaan, yang terdiri dari :
1). Kepala Urusan Kepegawaian
2). Kepala Urusan Keuangan
3). Kepala Urusan Perlengkapan
4). Kepala Urusan Tata usaha Negara dan Perpustakaan
c. Kepala Seksi Intelijen
d. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
e. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
f. Kepala Seksi Perdata & Tata Usaha Negara.5
B. Faktor yang Memicu Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Jeneponto
Korupsi di negara kita sangat marak terjadi hampir di seluruh Instansi
Pemerintah baik di Pusat, Daerah, bahkan hingga tingkat Desa atau Kelurahan hal
ini dapat terjadi karena integritas dari pegawai yang sangat rendah, sistem
Pemerintahan dan pengawasan yang tidak efektif , dan sanksi hukum yang tidak
memilki efek jera sehingga para koruptor dengan mudah dan tanpa rasa malu
sedikit pun melakukan korupsi demi mensejahterakan diri sendiri, kelompok atau
golongan
Membahas masalah faktor-faktor penyebab korupsi berarti membahas
penyebabnya yang bermacam-macam dan saling terkait satu sama lain. Sama
5Kejaksaan Negeri Jeneponto.
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dengan para koruptor di Kabupaten Jeneponto yang ternyata adalah orang-orang
yang memiliki jabatan dan wewenang yang penting di Instansi mereka masing-
masing.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Jeneponto, bahwa
kasus-kasus korupsi yang masuk di laporkan Kejaksaan Negeri Jeneponto
kebanyakan yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mereka yang memiliki
jabatan penting dan strategis dalam Instansi serta taraf pendidikan yang baik. Hal
ini dapat dilihat dari daftar tersangka yang telah diputus kasusnya yang datanya
sejak tahun 2009-2010 sebagai berikut:
1. Data Tersangka Kasus Korupsi Tahun 2009
a. Nama : Subaedah binti Baso
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kalukuang Kampala Desa Kampala Kecamatan
Arungkeke
Agama : Islam
Pekerjaan : Kasir PDAM Kabupaten Jeneponto
Pendidikan : SMA
Tuntutan : 1 Tahun 3 bulan penjara dan denda  Rp 50.000.000
subsidair 3 bulan kurungan penjara
b. Nama : Muh. Rivai
Umur : 36 Tahun
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Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Belokallong Kel. Balang Toa Kec. Binamu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai PDAM
Pendidikan : SMA
Tuntutan : 1 Tahun 3 bulan penjara dan denda  Rp 50.000.000
subsidair 3  bulan kurungan penjara
c. Nama : Muh. Irfan, ST. M.Si
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Magister
Tuntutan : Pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 50.000.000
subsidair 2 bulan penjara
d. Nama : H. Marsudi Nai
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : BTN Romanga Kel. Balang Kec. Binamu
Agama : Islam
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Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Tuntutan : Pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp
50.000.000 subsidair 2 bulan penjara
2. Data Tersangka Kasus Korupsi Tahun 2010
a. Nama : M. Arsyad, S.Pd bin Nasseng Tompo
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Karya Kel. Empoang Kec. Binamu
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru SMPN 2 Binamu (Mantan Kepala Sekolah
SMPN 2 Binamu)
Pendidikan : -
Menurut M. Dawan Rahardjo dalam artikelnya Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN) menggambarkan bahwa timbulnya perbuatan korupsi
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, apakah kelembagaan Pemerintah itu
memberikan kesempatan kepada perbuatan korupsi. Kedua, lingkungan budaya
yang memepengaruhi psikologi orang-seorang. Ketiga, pengaturan ekonomi yang
mungkin memberikan tekanan-tekanan tertentu. Tindak pidana korupsi bukanlah
peristiwa yang berdiri sendiri. Pelaku korupsi menyangkut berbagai hal yang
sifatnya kompleks. Faktor faktor penyebabnya tidak saja dapat berasal dari
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internal pelaku korupsi, Tetapi dapat juga berasal dari situasi lingkungan yang
kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.6
Jika kita melihat secara umum tindak pidana korupsi lazim terjadi karena
diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu :
1. Faktor Internal yaitu faktor yang dipengaruhi dari dalam Diri sendiri
2. Factor Eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar yaitu pengaruh dari
kondisi lingkungan
Beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
korupsi menurut Andi Hamzah sebagai berikut:
a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan
kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau
sebab meluasnya korupsi.
c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang
efisien sering di pandang sebagai penyebab korupsi, dalam arti bahwa yang
demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Semakin besar
anggaran pembangunan, semakin besar pula kemungkinan kebocoran-kebocoran.
d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai
dasar atas masyarakat membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru,
membawa perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik,
6Faturohman, “Ciri-Ciri Korupsi Sebab Dan Akibat Korupsi,” Blog Faturohman.
http://faturohmanalbantani.blogspot.com/2011/01/ciri-ciri-korupsi-sebab-dan-akibat.html (23 Juli
2012).
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memperbesar kekuasaan Pemerintah dan melipat gandakan kegiatan-kegiatan
yang diatur oleh peraturan Pemerintah.
e. Faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya
perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor-fakor lainnya itu ada / terdapat pada
diri seseorang, akan tetapi apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan
perbuatan korupsi (semacam ada rem). 7
Sedangkan menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP)
dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi” menjelaskan lebih
detail lagi tentang beberapa penyebab korupsi, dimana beberapa yang menjadi
penyebab korupsi antara lain:
1) Aspek individu pelaku.
a. Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan disebabkan karena
orangnya miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang
tersebut sudah cukup kaya tetapi masih mempunyai hasrat yang begitu
besar untuk memperkaya diri, penyebab korupsi pada pelaku semacam ini
datang dari dalam diri sendiri yakni sifat tamak dan rakus;
b. Moral yang kurang kuat
Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk
melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat
bawahannya atau fihak yang lainnya memberikan kesempatan untuk itu.
7Ibid.
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c. Penghasilan yang kurang mencukupi
Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya dapat
memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar, bila hal itu
tidak terjadi maka sesorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai
cara. tetapi apabila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan,
keadaan semacam ini akan memberikan sebuah peluang besar untuk
melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, maupun fikiran
dalam artian semua curahan peluang itu untuk keperluan diluar pekerjaan
yang seharusnya;
d. Kebutuhan hidup yang mendesak
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami
situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu kemudian membuka
ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas diantaranya dengan
melakukan korupsi;
e. Gaya hidup yang konsumtif
Kehidupan di kota kota besar acapkali mendorong gaya hidup
seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku semacam ini apabila tidak
diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang
seseorang untuk melakukan berbagai tindakan dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dan kemungkinan itu adalah dengan melakukan tindak korupsi;
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f. Sifat malas atau tidak mau bekerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari suatu pekerjaan tanpa
keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial dalam
melakukan tindakan apapun dengan cara cara mudah dan cepat, yang
diantaranya melakukan korupsi;
g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, yang tentunya akan
melarang setiap warga negaranya melakukan tindakan korupsi dalam
bentuk apapun. Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukan bahwa
praktek korupsi semakin berkembang subur di tengah masyarakat. situasi
paradoks semacam ini mencerminkan bahwa ajaran agama tidak
sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan. 8
2) Aspek Organisasi
a. Kurangnya Sikap Keteladanan Pimpinan
Posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal
sesungguhnya mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi
bawahannya. Apabila seorang pemimpin tidak bisa memberikan
keteladanan yang baik dihadapan bawahannya misalnya berbuat korupsi
maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang
sama sebagaimana atasannya;
8Ibid.
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b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisai biasanya mempunyai pengaruh kuat terhadap
anggotanya. apabila kultur organisasi tidak dapat dikelola dengan baik,
maka akan menimbulkan berbagai situasi yang tidak kondusif mewarnai
kehidupan organisasi. Dalam posisi yang demikian perbuatan negatif
seperti antara lain korupsi memiliki peluang yang besar untuk terjadi;
c. Sistem akuntabilitas yang benar di Instansi Pemerintah yang kurang
memadai
Pada institusi Pemerintah pada umumnya belum merumuskan dan
melaksanakan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga
belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam
periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya terhadap Instansi
Pemerintah sulit untuk dilakukan penilaian apakah Instansi tersebut telah
berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut terhadap
kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki
semacam ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktek
korupsi;
d. Kelemahan sistem pengendalian manajemaen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak
pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. semakin longgar atau lemah
pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka peluang
perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya;
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e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam orgainisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang
dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup
tersebut, pelanggaran korupsi justru cenderung terus berjalan dengan
berbagai bentuk.
3) Aspek tempat individu dan organisasi berada
a. Nilai nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Sebagaimana
diketahui, korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat misalnya,
masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap
sikap seperti ini sering membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi
misalnya dari mana kekayaan tersebut didapatkan;
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat
masih kurang menyadari bila yang dirugikan dalam korupsi itu adalah justru
masyarakat sendiri. Anggapan pada masyarakat umum bahwa yang
mengalami kerugian akibat korupsi adalah Negara, Padahal bila negara rugi,
yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan
bisa berkurang akibat di korupsi;
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
Dan umumnya setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini
kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat
sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari hari dengan cara cara
terbuka namun tidak mereka sadari;
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d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan
diberantas bila masyarakat ikut berpartisi aktif. Dimana pada umumnya
masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi itu tanggung jawab
Pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa
diberantas hanya bila masyarakat itu aktif berperan serta melakukannya;
e. Aspek peraturan perundang undangan korupsi yang mudah timbul karena
adanya kelemahan di dalam peraturan perundang undangan yang dapat
mencakup adanya peraturan yang hanya menguntungkan kroni penguasa,
kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang
disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak
konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi
peraturan perundang undangan
Jadi dari beberapa penjelasan tersebut dapat tarik kesimpulan bahwa
tindak pidana korupsi tidak terjadi begitu saja tetapi selalu dipengaruhi factor
seperti :
1. Moral dan Akhlak Koruptor
Moral seseorang tidak bisa dilihat dari tingkatan sosial ataupun
pendidikannya tetapi bisa dilihat dari apa yang mereka lakukan. Kurangnya
Akhlak para palaku korupsi atau yang biasa kita sebut sebagai koruptor
biasanya kurang sehingga dengan mudahnya melakukan tindak pidana korupsi
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tanpa memiliki rasa malu sedikitpun. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Jaksa
Kejaksaan Negeri Jeneponto Andi Irfan, SH mengatakan :
“maraknya tindak pidana korupsi di Jeneponto dipengaruhi oleh faktor
moral dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kurang
sehingga mereka melakukan korupsi” 9
2. Pengawasan Yang Kurang Ketat
Dalam sebuah Instansi, pengawasan adalah hal yang seharusnya
diperhatikan dengan baik sehingga peluang untuk terjadinya tindak pidana
korupsi bisa dikurangi sehingga kesejahteraan untuk masyarakat umum bisa
lebih ditingkatkan. Menurut Andi Irfan, SH Jaksa Kejaksaan Negeri
Jeneponto bahwa :
“terjadinya korupsi disebabkan oleh pengawasan yang kurang ketat
sehingga peluang terjadinya korupsi sangat terbuka luas.” 10
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasanlah yang seharus
diperhatikan dengan ketat dan baik sehingga tindak pidana korupsi bisa
dicegah bahkan bisa dikurangi.
3. Sifat Manusia
Maraknya tindak pidana korupsi diakibatkan oleh faktor sifat manusia itu
sendiri seperti sifat tamak dan materialism serta faktor yang tidak kalah
berperan penting adalah efek dari terjadinya globalisasi sehingga menciptakan
9Hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Juli 2012.
10Hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Juli 2012.
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karakter-karakter manusia yang komsumtif. Menurut Jaksa Kejaksaan Negeri
Jeneponto Andi Irfan, SH mengatakan penyebab korupsi yaitu :
“Sifat pelaku yang materialisme dimana pelaku ingin memperkaya diri
sendiri dan tidak mempedulikan orang lain dan menghalalkan segala
cara untuk mencapai hal itu.” 11
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat manusia sangat-
sangat berperan aktif terhadap maraknya tindak pidana korupsi sehingga sifat-
sifat buruk tersebut harus dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat apalagi
dalam sebuah Instansi yang rentan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga
tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
C. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana
Korupsi di Kabupaten Jeneponto.
Tindak pidana korupsi yang telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa
(extraordinary crime) dalam upaya pemberantasannya memang di butuhkan
strategi-strategi yang matang dan didukung oleh sumber daya manusia yang
berkompeten sehingga tindak pidana korupsi bisa diberantas.
Dalam rangka upaya penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan
sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Tindak pidana korupsi
yang terjadi di wilayah Kabupaten Jeneponto mengalami naik turun. Hal tersebut
dapat dilihat pada data yang diperoleh dari data kasus perkara korupsi di
Kejaksaan Negeri Jeneponto. Berdasarkan data selama tahun 2008 Januari sampai
11Hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Juli 2012.
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akhir bulan juni 2012, terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi
di Jeneponto. Dengan tabel berikut :
Tahun Masuk/Penyidikan Penuntutan
2008 3 Kasus 5 Kasus
2009 1 kasus 4 kasus
2010 4 kasus 1 kasus
2011 2 kasus 2 kasus
2012 2 kasus/bulan Juni -
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa tindak pidana korupsi
cenderung mengalami fluktuasi dalam hal penyidikan sedangkan dalam hal
penuntutan cenderung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2011 yang
mengalami peningkatan menjadi 2 kasus dari sebelumnya tahun 2010 yang masuk
tahap penuntutan hanya sebanyak 1 kasus, ini adalah dampak dari upaya yang
dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengurangi dan memberantas tindak pidana yang
sangat meresahkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat Jeneponto.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila Jaksa
berupaya mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Khususnya wilayah
Kabupaten Jeneponto, tetapi tindak pidana korupsi tidak hanya bisa diberantas
hanya dengan peran individu Kejaksaan yang turun tangan dalam hal
62
pemberantasannya tetapi harus didukung oleh berbagai pihak seperti Pemerintah,
Kepolisian, Kehakiman, KPK, dan Masyarakat. Menurut Muh. Asri Irawan, SH.
MH sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Jeneponto mengatakan koordinasi dengan
lembaga seperti Pemerintah, Kepolisian, KPK dan Kehakiman selalu dilakukan
secara semaksimal mungkin dalam pemberantasan korupsi, sedangkan dengan
masyarakat dilakukan sosialisasi hukum mengenai undang-undang tindak pidana
korupsi.12
Berbeda dengan pendapat Yunus Husein salah satu dosen tidak tetap UI
menilai koordinasi antara KPK serta institusi Kejaksaan dan Kepolisian
sebagaimana pelaksanaan terhadap memorandum of understanding (MOU) yang
selama ini dibuat antarinstitusi penegak hukum kurang optimal. Menurut dia, perlu
ada koordinasi lebih intensif dalam pemberantasan korupsi. Beliau juga
mengatakan :
"Cara paling efektif memberantas kejahatan ya dengan kerja sama. Kalau
tidak kerja sama mereka bisa overlap, bisa fight, bisa merugikan."13
Sedangkan menurut Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jeneponto Andi
Irfan, SH upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam
mengurangi tindak pidana korupsi di Jeneponto yaitu :
12Hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Juli 2012
13Sandro Gatra, “Yunus: Minim Koordinasi KPK, Kejaksaan, dan Polri” Kompas.com. 24
Oktober 2011. http://nasional.kompas.com/read/2011/10/24/17293324/ (24 Juli 2012).
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1. Upaya Preventif
a. Mengadakan pendidikan (penyuluhan) hokum terhadap masyarakat mulai
dari tingkat desa, sekolah, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se
kabupaten Jeneponto dalam hal mensosialisasikan Undang-undang
korupsi berikut penjatuhan hukumnya.
b. Adanya instruksi hukum dari Kejaksaan Agung untuk memberantas
korupsi semaksimal mungkin
2. Usaha Represif
a. menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam hal penegakan hokum
terutama dalam pemberantasan korupsi.
b. Menjatuhkan hukuman yang berat sebagai efek jera terhadap para
koruptor di kabupaten Jeneponto. 14
Jadi dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
dalam pemberantasan korupsi memang dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal
seperti :
1. Menciptakan SDM Kejaksaan yang yang berkompeten sehingga bisa
menerapkan hukum secara maksimal tanpa ada diskriminasi.
2. Menciptakan kurikulum pendidikan hukum sehingga masyarakat lebih
mengetahui korupsi itu sendiri, sehingga masyarakat lebih berani
melaporkan apabila mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi.
14Hasil wawancara dengan Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Juli 2012
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3. Upaya menciptakan proses penanganan korupsi yang sempurna sejak dari
tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan,
sehingga proses penanganan tehadap pihak-pihak yang terlibat dalam
korupsi tersebut dapat dilakukan secara semaksimal mungkin.
D. Hambatan Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten
Jeneponto.
Kejaksaan Republik Indonesia lahir bersamaan dengan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada waktu itu secara administratif masih
ada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Setelah diundangkannya Undang-
Undang tentang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 yang
merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Kejaksaan. Maka
berubah menjadi Lembaga Negara yang mandiri dan pada mulanya berstatus sebagai
Departemen namun selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Non Departemen atau
Kejaksaan Republik Indonesia.15
Sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang
penegakan hukum, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-
tugas Pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang
khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan,
penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang semua itu
dilandasi oleh Peraturan Perundang-Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai
dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung
15Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1994), h. 284.
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tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD
1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi
Bangsa dan Negara Indonesia.16
Kejaksaan pada tahun 2011 berhasil mengungkap kasus korupsi yang di
lakukan oleh Drs. Alwi Sandre yang memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi
Pendidikan Luar Sekolah. Dalam uraian surat dakwaan jaksa terdakwa terbukti
melakukan perbuatan korupsi dengan cara malakukan pemotongan dana bantuan
buta aksara se-Kabupaten Jeneponto terhadap PKBM (Peserta Kelompok Belajar
Mengajar) yang berindikasi merugikan keuangan Negara sekitar ± Rp.
700.000.000. Yang bersangkutan telah di putus oleh pengadilan TIPIKOR
(Tindak Pidana Korupsi) Makassar dan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara
selama 6 tahun.
Sedangkan kasus korupsi yang lain yang berhasil di ungkap adalah kasus
korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tino yaitu Muh. Syarif Thalib, Desa
Tino terletak di kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Yang bersangkutan
terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala desa Tino yang semestinya
bertanggung jawab atas penyaluran raskin di desanya, akan tetapi oknum tersebut
menguntungkan dirinya sendiri dengan cara sebagian besar beras raskin yang
diterima/bulan yang di distribusikan melalui BULOG kabupaten Jeneponto tidak
16Ibid
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disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, namun beliau menjual
beras raskin tersebut ke orang lain yang sama sekali tidak memiliki hak terhadap
raskin tersebut.
Menurut Muh. Asri Irawan, SH. MH sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri
Jeneponto mengatakan dalam proses penegakan Hukum dalam pemberantasan
korupsi di kabupaten Jeneponto  selalu menghadapi berbagai macam hambatan
atau kendala seperti :
1. Kendala Eksternal
a. Secara yuridis jaksa menemukan kendala dalam hal pembuktian yang
harus di buktikan dalam proses persidangan sebagaimana amanat
terdapat dalam KUHAP
b. Kadang-kadang ditemukan pelapor menghindar pada saat diberi
undangan untuk dimintai keterangan terhadap dugaan korupsi yang
dilaporkannya.
2. Kendala Internal
1. Subyek Hukum
2. Subtansi Hukum
3. Objek Hukum
4. Keterbatasan jumlah Jaksa yang sangat minim yang hanya berjumlah
sebanyak 6 orang dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi mulai
dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus itu sendiri.
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5. Peraturan perundang-undangan yang masih kurang memadai untuk
memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi. 17
Dari keterangan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam
pemberantasan korupsi jaksa selalu menghadapi hambatan yaitu :
1. Adanya faktor individu masyarakat yang merasa takut melaporkan apabila
melihat terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Kurangnya tanaga Kejaksaan sehingga dalam proses penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan kewalahan dalam hal
pembuktiannya.
3. Masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga
tindak pidana korupsi masih marak terjadi hingga sekarang.
17Hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Juli 2012
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang membahas mengenai peranan kejaksaan dalam
penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Jeneponto dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Tindak pidana korupsi tidak terjadi begitu saja, tetapi selalu dipengaruhi
oleh faktor internal yang dipengaruhi oleh dari dalam diri serta factor
ekternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang mendukung untuk
terjadinya tindak pidana korupsi
2. Salah satu upaya Kejaksaan dalam mengurangi korupsi adalah menciptakan
Jaksa-jaksa yang berkompeten sehingga dalam menangani tindak pidana
korupsi dilakukan secara maksimal serta melakukan sosialisasi hukum
mengenai tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.
3. Hambatan Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di
Kejaksaan Negeri Jeneponto yaitu kurangnya tenaga Jaksa dan Undang-
undang yang memadai sehingga tindak pidana korupsi masih sering terjadi,
serta kurangnya pengetahuan dan keberanian masyarakat untuk melaporkan
tentang tindak pidana korupsi ke Kejaksaan.
B. Saran
Setelah membahas bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan
beberapa saran yaitu :
69
1. Perlunya diciptakan lingkungan yang bebas korupsi yang bisa di mulai
dari dalam diri sendiri seperti korupsi waktu yang bisa dikatakan sebagai
korupsi kecil-kecilan.
2. Diharapkan dalam menangani tindak pidana korupsi perlu dibuat undang-
undang yang lebih memadai sehingga bisa memberikan efek jera terhadap
para koruptor sehingga tindak pidana korupsi bisa diminimalisir seperti
menerapkan hukuman mati bagi para koruptor sebagai hukuman yang
paling berat.
3. Perlunya penambahan jumlah tenaga Jaksa agar Kejaksaan menjalankan
perannya sebagai penegak hukum dengan baik dan benar serta demi
tercapainya keadilan hukum.
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